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PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 101 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS!], SERTA TATA
KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

4 bahwa dalam rtangka meningkatkan kinerja - dan

efektifitas pelaksanaan Urusan Vang menjadi
kewecnangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
dengan diberlakukannya Peraturan Daergh Kabupaten
Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedusa
atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tenlang
Pembentukan dan  Susunan  Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal maka perlu dilakukan penyesuaian
kelembagaan Perangkat Dacrah pelaksana urusan
pemerintahan di bidang perindustrian, tenaga kerja dan
transmigrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupali
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata kerja pada Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja Kabupaten Kendal;

Undang-Unidang Nemor 13 Tahun 1950 tentang
Permbentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun 19635
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupalen Dalam
Lingkungan Propinst Jawa Tengah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2T2TH

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nemor &, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 54945
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menviapken bahan dan melaksanakan pembinaan  terhadap
Lembaga Pelatihan Kerja sesual peraturan perundang-undangan
agar mampu berkembang dan menvelenggarakan pelatihan yvang
berkualitas;

mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pemagangan tenaga
kerja vang dilaksanakan pemerintah maupun swasta  gung
meningkatkan produktivitas dan keahlian kerja sesual dengan
perundang-undangan yvang berlaku;

menyiapkan kegiatan peningkatan dan pengembangan Lembagn
Produktivitas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

menyiapkan sumber daya manusia, bahan, sarana dan prasarana,
data, teknik dan metode pelatihan peningkatan produktivitas dan
pengukuran produktivitas sesuai  perundang-undangan  vang
berlaku;

menyiapkan kegiatan pembinaan teknis pengukuran produktivitas
kerja  bagi  pelaku  produksi  sesual  peraturan  perundang-
undangan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur {SOP) kegiatan Sub Koordinator Kelembagaan, Pelatihan
Dan Produktivitas untuk peningkatan kualitas pelayanan publik:

melaksanakan pemantauvan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Sub Koordinator Kelembagsan, Pelatihan Dan  Produktivitas
dengan cara mengukur pencapaian program kerja vang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusin  laporan pelaksanaan  kegiatan  kepada  pimpinan
sebapai  wujud akuntabilitas dan transparans pelaksanaan
Heglatan;

menvampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik hisan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan Koglatan
berjalan lancar serta untuk metighindari penyimpangan,; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Sub Koordinator Penempatan Tenaga kherja mempunyail tugas |

el

menyusun rencana dan program kegiatan Sub  koordinator
Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagal
pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanpsan tugas
clektil dan é¢fisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi teckat
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan ugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesual

lingkup tugasnva sebagai bahan atau  pedoman  untuk
melaksanakan kegiatan,

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan dan naskah dinas yang berkaitan dengen lingkup
tugasnya guna mendulkung kelancaran pelaksanaan tugas: )

g



1.

o

1T

menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan, pendaftaran,
penempatan  serta  penvaluran tenaga kerja  sesual  dengan
peraturan perundang-undangan yvang berlaku;

meneliti dan memverifikasi dokumen Calon Pekerja Migran
Indonesia (CPMI), penandatanganan perjanjlan ponempalan lenaga
kerja Indonesia dan rekomendasi pembuatan paspor sesual
peraturan perundang undangan;

menyigpkan bahan, sarana dan prasarana penyvuluhan calon
tenaga kerja serta pelavanan terhadap pencari kerja  sesual
perudnang-undangan,

melaksanakan pengawasan , pengendalian |, penyvediaan sumber
daya perizinan secara terintegrasi dan rekomendasi rekruitmen
Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI| bagi Lembaga Penempatan
Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) sesual  peraturan  peruncang
undangan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dalam rangka
perlindungan Calon Peckerja Migran Indonesia (CPMI) baik dalam
maupun luar negeri sesual dengan perundang-undangan;

menyiapkan bahan rekomendassi pelaksanaan bursa kerja yang
dilaksanakan pemerintah maupun swasta serta membenkan
pelayanan Informasi Pasar Kerja ([PK) perusahaan, joh Fair/bursa
kerja kepada pencart kerja;

melaksanakan [asilitasi pelayanan Lavanan Terpadu pada Calon
Pekeria: Migran Indonesia (CPMI)  sesuai peraturan perundaing-
undangan yang berlaku;

menyiapkan bahan dan  melaksanakan sosialisasi terhadap
substansi perjanjian kerja dan penempatan tenaga kerja Indonesia
ke luar negeri skala Dacrah;

menylapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan
pemantauan penempatan tenaga kerja Antar kena Lokal [AKL),
Antar Keria Antar Daerah (AKAD] dan Antar Kerja Antar Negara
(AKAN):

melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA
vang lokasi kerjanya dalam wilayah Daerah;

melaksanakan pemantavan, pendataan dan  pelaporan  dats
Tenaga Kerja Asing [TKA) vang lokasi kernjanya dalam wilavah
Daerah;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep rekomendasi zin
pendirian lembaga Bursa Kerja Khusus (BKK) vang ada di Sekolah
Menengah Atas/Kejuruan maupun Perguruan Tinggi  dan
rekomendasi izin pendirian lembaga penempatan tenaga kerja
swasta di wilayah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

melaksanakan koordinasi dan momtoring penempatan lenaga
lkerja yang dilakukan oleh Bursa Kerja Khusus [BRK];

melaksanakan  fasilitasi  dan  pelavanan  Orientasi  Pra

peemberangkatan sesual peraturan perundang-undangan Yang
beriaku;

menyiapkan rencana, pengelolaan data |, informasi dan
pengembangan siztem informatika dalam penyUsUnan
perencanaan tenagd kerja makro dan mikro; &
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melaksanakan penyediaan data, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksangan dalam penyusunan perencandan enaga
kerja makre dan mikro,

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (S0P} kegiatan Seksi Pencmpatan Tenaga Kerja untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dean evaluasi pelaksanaan kegiatan
Seksi  Penempatan Tenaga Kerja dengan cara  mengubur
pericapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sebagai wujud akuntabilitas dan tansparans) pelaksanaan
Kegtatan,

menvampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan balk lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kcgiatan
berjalan lancar serta untuk menghindari penyvimpangan: dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dar pimpinan sesuai dengan
tgas dan fungsi unit kerjanya.

Sub Koordinator Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi
mempunyai tugas :

=

o

menyusun rencana dan  program  kegiatan Sub  koordinator
Perluasan Kesempatan Keria dan Transmigrasi berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluas) kegiatan tahun
scbelumnya scbagal pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui penglajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
clektif dan cfisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultas: dengan Instansi terkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan serta dalam rangka sinkronisast dan harmonisass
pelaksanaan tugas,

menelaah dan mengkaji persturan perundang-undangan sesual
lingkup tugasnya sebagai bahan atau  pedoman  untuk
melaksanalkan kematan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan dan naskah dinas yang berkaitan dengan lingkup
tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugus;

melaksanakan Kkegiatan perluasan kesempatan  kerja melalui
program  Kewirausahaan dengan pola pembentukan  dan
pembinaan tenaga kerja  mandin, padat karya, pencrapan
teknologi tepat guna, pendayvagunaan tenaga kerja sukarela dan
atau pola lain yang dapat mendorong terciplanys  perlussan
kesempatan kerja;

memfasilitasi pelaksanaan program Wira Usaha Baru melalu
kegiatan pendampingan, pelatihan kewirausahaan | kansultasi,
bimbingan teknis, penyediaan data atau informasi dan
melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkasn Kapasitas pada
wirausaha vang tidak berkembang,

&
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Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kkerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabhun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah  Nomor 32 Tahun LG50
lentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang
1950 ‘Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di  Jawa
Timur/Tengah/Barat dan Dacrah Istimewa Yogvakarta:

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
perfuasan  Kotamadya Daerah Tingkat 11 Semarans
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor |14, Tambahan Lembaran MNegar
Republik Indonesia Nomor 5887) scbhagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemérintih
Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daersh
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran  Negury
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122y

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyectaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Takun
2021 Nomor 525):

Feraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur MNegara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Fenyederhanaan Suukwur Organisssi Pads  [nstansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berit
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
Peraturan Daerah Kasbupaten Kendal Nomor 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan vang  Memnjadi
kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran  daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016
Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan  Lembaran Daerah
kKabupaten Kendal Nomor 157);

Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tabun

2016 tentang Pembentukan dan  Susunan Perangkeat
Draerah Kabupaten Kendal Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016  Nomor 8 Ser1 D No. 1.
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
159) sebagaimana telah diubah bebeérapa kall ternkhir

a



Menetapkan

dengan dengan Peraturan Daersh  Kabupaten Kendal
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah kabupaten Kendal Nomor & Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kendal iLembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomaor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219)

MEMUTUSRAN -

PERATURAN BUPATI TENTANG REDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISAST, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PADA [INAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA RERJA
KABUPATEN KENDAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan |

1.
18

10.

Daerah adalah Kabupaten Kendal.

Pemerintah Daerah adalah Bupati scbagar  ansur
penyvelenggara Pemerintahan Daerah vang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjad
kewenangan daerah otonem.

Bupat adaleh Bupati Kendal

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kendal.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja vang sclanjuinyva
disebut Dinas adalah Dinas Perindustran dan Tenags
Kerja Kabupaten Kendal

kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja Kabupaten Kendal.

Aparatur Sipil Negara vang selanjutnva disebutl ASN
adalah profesi bagi pegawail negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja vang bekerja poda
instansi pemerintah.

Pegawal Negeri Sipil vang sclanjutnva disebut PNS
adalah Pegawai yang tclah memenuhi syarat vang
ditentukan diangkat oleh pejabat vang berwenang dan
diserahi tugas dalam satu jabatan negeri atau diserahi
tugas negara lamnya dan digajl berdasarkuan peratursn
perundang-undangan vang berlaky.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan veng
beris1 fungsi dan tugas berkaitan dengan pelavanan
fungsional yang berdasarkan pada keashlisn dan
keterampilan tertenti.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlab tenags
dalam jenjang fungsional vang terdiri dalam berbaga:
kelompok sesuai dengan keahliannyva,
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(1)

(2)

-

Sub Koordinatoer adalah PNS vang diberikan tugas
untuk membantu  Kepala Bagian/Kepala Bidang/
Sckretans/ koordinator dalam menyvusun perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit Kerjanva
sosual lingkup tugas dan fungsinya dan ditumuk oleh
Kepala Perangkat Dacrah,

Pelaksana Senior adalah PNS yvang memiliki senioritas
dari aspek kepangkatan dan mempunval kompetens
untuk ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daecrah untuk
diberikan LLgas membantu Sekretaris/Kepale
Bidang/Kepala Bagian/Koordinator pada umit kerjanva
dalam menyvusun perencanaan, pelaksanaan  dan
pengendalian, pemantavan dan  evaluasi,  seria
pelaporan kegiatan lingkup tugas dan fungsinva,

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS]
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2
Dinas meTupakan unsur pelaksana LIFLISE N

pemerintahan di bidang perindustrian, tenaga kerja dan
transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas dipimpin cleh Kepala Dinas yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalul
Selkretaris Dacrah,

Bagian Kedua

Tugas
Pasal 3

Dinas mempunyvail tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga
kerja dan bidang transmigrasi vang menjadi kewenangan
dan tugas pembantuan vang diberikan kepada Daerah.

Baman Ketiga
Fungsi

Pazal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Dinas mempunyail fungsi:

&

b.

perumusan kebijakan di ndang perindustrian, enags
kerja dan transmigrasi;

pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang
perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebiakan
di bidang perindusirian, tenaga kerja dan transmigrasi;

pengelolaan  dan  fasibitasi  kegiatan di badang
perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;



e:. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi,

f. pelaksanaan sdministrasi Dinas di bidang
perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi; dan

g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Bupati di bidang perindustrian, tenaga kerja dan
ITanNSMmIigrasi.

BAB 11
SUSIUNAN ORCANISASI
Pagsal 5
(1) Susunan Organisasi Dinas terdin dari:
Kepala Dinas;
Sekretariat;

Bidang Perindustrian;

(. B 0

Bidang Hubungan Industrial,

2

Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga kerja dan
Transmigrasi;

[. Unit Pelaksana Teknis Dacrah,;
& Kelompok Jabatan Fungsional,
(2) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam

Lampiran | vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Perataran Bupati 1ni,

BAB TV
RINCIAN TUGAS
Bagan kesatu
Kepala Dinas
Pasal b

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1] hurul a
mempunyal rnneian ugas .

4, merumuskan dan menetapkan rencana dan program
kepiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-
undangan: dan hasil evaluasi kegistan  tahun
sebelumnya sebagail pedoman pelaksanaan Tugas,

b. membagi tugas bawahan sesua dengan jabatan dan
kompetensinya scrta memberikan arahan bailk secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
[ugas

¢, menvelenggarakan koordinasi dan konsultas) dengan
instangi terkait baik vertikal maupun horizontal guna
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. merumuskan Kebijakan teknis urusan pemermtahan
bidang perindustrian, tenaga kerjs dan transmigrasi ol
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Daerah scsuan peraturan perundang-undangan sebagar
pedoman pelak=sanaan tugas;

menelagh dan mengkaji peraturan  perundang
undangan di bidang perindustrian; fenaga kerja dan
transmigrasi sebagai bahan perumusan kehijakan
telknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan pembinaan, pengawasan  dan
pengendalian kegiatan di bidang perindustrian, tenaga
kerja dan transmigrasi scsual peraturan perundang-
undangan agar kinerja Dinas mencapal targel vang
telah ditetapkan;

menyelenggarakan pelavanan prima, lasilitasl, dan
movasi dl bidang perindustrian, tenaga kerja dan
transmigrasi sesual dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;

menerapkan Standar Operasional Prosedur [SOP) dalam
penyelenggaraan kegiatan di dang  perindustrian,
tenaga kerja dan transmigrasi agar diperoleh hasil yang
optimal;

menvelenggarakan pengawasan dan pengendalian di

bidang perindusirian, tenaga kerja dan transmigrasi
sesual peraturan perundang-undangan,

menyelenggarakan pembinaan téknis dan administratil
di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi
Se8s1A1 perafuran perundang-undangan,

menyelenggarakan kegiatan di bidang permndustnan,
tenaga kerja dan transmigrasi sesuai program  dan
kebijakan vang telah ditetapkan;

mengoordmasikan dan memiasilitas) penyelenggaraan
sistem  pertukaran  informasi  dengan instansi
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemenntsh
Kabupaten /Kota yvang menangani perindustrian, tenaga
kerja dan ransmigras,  sesus  dengan peraluran
perundang-undangan;

. menandatangani dan menerbitkan  perizinan  dan
nonperizinan berdasarkan pendelegasian wewenang
vang diberikan oleh Bupati sesual peraturan
perundang-undangan;

memiasihitasi  pelayanan pengaduan o1 bicdang
perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi  dan
merumuskan upaya pemecahan masalah terhadap
pengaduan vang diajukan;

mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan
data di bidang perindustrian, tenaga kera dan
transmigrasi agar diperoleh efektifitas dan ehsiensi
pelaksanaan kegiatan;

mengevaluasi pelaksanasan kemiatan Dinas dengan cara
mengukur pencapalan  program  kKerja yang  tclah
disusun untak bohon laporan kKepada Bupatl dan
kebiakan tindak lanjut,
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melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik
lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan
transparansi;

mengevaluasi dan menilal prestasi kerja  bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan penlaku kerja
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

menyampaikan saran dan pertimbangan  kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain darn  pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanva,

Bagian kKedua
Sekretarat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 aval
(1] huruf b dipimpin olch Sckretans vang berkedudukan
di bawah dan bertangeung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
mempunyal tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala
Dinas dalam PErLITIUSAT kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegatan o
bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan. umum,
kepegawailan, dan keuangan,

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
pada ayat {2), Sekretaris mempunyvai fungsi

a. perumusan kebijakan Leknis di bicang
kesekretariatan;

b, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan
kesekretariatan,

¢, pembinaan, pengawasan,  dan pengendalian

kegiatan kesekretaratan;
d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;

e, pelaksanaan cvaluasi dan pelaporan  Kegiatan
kesekretariatan; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Dmas,

Untuk melaksanakan tupgas dan [ungs) sebagaimant
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3], Schkretaris Dinas
mempunyal rincian tugas ;

a, menyusun rencana  dan program  kegiatan
Sekretariat  berdasarkan peraturan  perundang-
undangan dan hasll evaluas: kegiatan tahun
sebelumnya scbagai pedoman pelaksanaan tugas;



menjabarkan perintah pimpinan melalu pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang undangan
apar pelaksanaan tugas berjalan efektil dan efisien:

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinva serta memberikan  arahan  baik
secara lisan maupun  tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rengka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah den mengkaji  peraturan  perundang-
undangan sesual lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegialan;

menviapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas vyang berkaitan dengan kegatan
perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi,
keuangan, administrasl umum, kepegawaian dan
fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana
Kegaran dan  Anpggaran  {RKA}, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA] serta perubahan
anggaran sesuai ketenfuan dan plafon anggaran
yvang ditetapkan;

mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJIMD),
Rencana Strategis (Renstral, Rencana Kerja (Renja),
Indikator Kinerja Utama (IKU}, Peranjian Kinerja
(PK| dan jenis dokumen perencanzian lainnyva sesual
dengan ketentuan vang berlaku;

mengoordinasikan dan menyiapkan konscp Laporan
Keterangan Pertanpggungjawaban Bupat  (LKPR]),
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  (LKjIF,
Evaluasi Kinerja Pembangunan Dacrah [ERPD),
Sistemn  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP),
Pengendalian Operasional Kegiatan [POK) dan jenis
pelaporan lainnya sesual dengan ketentuan yang
berlaku;

mengelola sistem informas dan data Dinas sesual
dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan keglaian;

menyelenggarakan pelavanan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, ketatalkiksanaan,
kehumasan, protokoler, perpustaksan, kearsipsan,
dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, penga-
manan kantor, kebersihan dan pertamanan,
pengelolaan aset tetap dan asel tidak tetap, ‘serta
fasilitast kegiatan rapat dan penerumaarn Sunjungan
temu Dinas,
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L

. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan
barang dan jasa di ingkungan Dinas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis
jabatan, analizsis beban kerja, evaluasi jabatan,
budaya kerja, survey kepuasan masyarakai, standar
pelavanan serta pengusulan formasi kebutuhan
pegawai Dinas,

n. melaksanakan pembinasn, pengawasan,  darn
pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi
perkantoran agar terwujud pelayvanan prima,

o, melaksanakan pemantauan dan evaluas
pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan  cara
mengukur pencapaian program kerja vang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kecrja pegawal dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

g, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
atagan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan
kebijakan berikutnya;

r. menyampaikan saran dan  pertimbangan  kepada
atasan baik lisan maupun (ertulis berdasarkan
kajian agar pelaksanaan kepatan berjalan lancar
cdlan optimal seria untuk menghindari
penyimpangan; dan

5, melaksanakan tugas kedinasan lain darn pimpinan
seauai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Fasal &

Susunan Organisasi Sekretariat scbagaimana dimaksud
dalarn Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdin atas |

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
L. Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian vang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretars.

Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada avat |1)
huruf b, bertanggung jawab kepada Kepala Dimas
melalui Sekretans.

Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mempunyai tugas sebagaimana tercantum  dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9@

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan
sebagiamana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hurul a,

O



(2)

mempunyval tugas melaksanakan sebagian  Lugas
Sckretaris  dalam  penyiapan  bahan  prrumusan
kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian,
pengelolaan dan  pemberian  bimbingan di  bidang
administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan,
perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan
pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi keglatan
analisis jabatan dan budava kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada avat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. menyvusun rencana dan program  kegatan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun schelumnya scbagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkapan
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efeknfl dan efisien

¢. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan  arahan  baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tagas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultas: dengan
instansi terkaic baik wvertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, scria
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisass
pelaksanaan tugas,

e, rmenelagh dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya scbagal bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiaian;

f. menyiapkan bahan penyusunan perunjuk leknis,
petunjuk pelaksansan, dan naskah dinas sesual
lingkup tugasnva guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

g, melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat,
perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan.
dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, seris
pengelolaan aset tetap dan aset tdalk wiap;

h., memfasilitasi penyusunan analisis jabaten, analisis
beban kerjn, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey
kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta
pengusulan formasi kebutuhan pegawal Dinas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

|, merencanakan, memproses  dan  melaporkan
pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas
serta mengusulkan penghapusan asel fetap, ascl
tidak tetap, aset tidak berwujud dan barang
persediaan sesual dengan peraturan perundang-
undangan;

j. melaksanakan koordinasi dengan umit kera vang
melaksanakan fungs: lavanan pengacaan  dan

&



Layanan Pengadaan Seccara Elektronik (LPSE)
Dacrah dalam rangka pengadaan barang dan jasa
Dinas sesual dengan peraturan  perundang-
undangan;

melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan
pelaporan aset semestéran dan tahunan untuk
tertib administrast serta melakukan pengawasan,
pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan asel
tidak tetap agar dapat digunakan optimal;

menyviapkan bahan dan menyusun laporan bidang
kepegawaian secara rutin  dan  berkala  sertu
memelihara  file/dokumen kepegawaian  seluruh
pegawal Dinas guna terciptanya tertib administrasl
kepegawaian,

. menyiapkan bahan dan memproses usulan
kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala,
pemberhentian/ pensiun, pembuatan kartu
suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspeny),
pengiriman  peserta  pendidikan  dan  pelatihan
(diklat)/ bimbingan teknis (bimtek], dan urusan
kepegawalan lainnya;

melaksanakan LIFLISATL rumah tangsa SErTA
menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler
dalam kegiatan rapat-rapal Maupun penerimaan
kunjungan tamu Dinas;

mengoordinasikan  kegiatan pengamanan  kanior,
kebersihan, dan pertamanan agar tercipta
linglungan kantor vang tertib, bersih, aman dan
Ayaman;

menyiapkan bahan dan menyvusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP) kegiaian Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
Sub Bagian Umum dan Kepepawaian dengan cara
mengukur pencapaian program kerja vang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
tanjut;

mengevaluasi dan menilai prestas) kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan penlaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai  wujud  akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan keglatan,

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar scrta untuk
menghindari penyvimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dar pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya
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Bagian Ketiga
Bidang Perindustrian
Pasal 10

Bidang FPerindustrian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat {1) huruf ¢ dipimpin oleh Kepala Bidang
vang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyval tugas melaksanakan
sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan
kebijakan  teknis, pengoordinasian,  pembinaan,
pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitas,
evaluasi, dan  pelaporan kegiatan di  bidang
perindustriarn.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayal (2, Bidang Perindustrian mempunyai fungs: ;

a. peruamusan kehijakan reknis e bidang
perindustrian;

b. pengoordinasian dan  pelaksanaan — kKegatan
perindustrian;

¢. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
keglatan perindustrian;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan perindustrian,

e. pelaksanaan evaluasi dan  pelaporan  Kegiatan
perindustrian; dan

. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas di bidang penindustrian

Untuk melaksanakan tugas dan [ungsi sebagaiméana
dimaksud pada ayat {2) dan avat (3), Kepala Bidang
Perindustrian mempunyval rincian tugas ;

a. menyusun rencana dan program Kegiatan Bidang
Perindustrian berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi keglatan tahun
sebelumnyva sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

b. menjabarkan perintah pimpinan melalul pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c. membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinye  serta  memberikan  arahan baik
secara bsan maupun  fertulis o guna Kelancaran
pelaksanaan tugas:

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instanst terkait baik wvertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, seria
dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas,

e. menelaah dan mengkaj peraturan  perundang.
undangan scsuai lingkup tugasnyva sebagan bahan
atay pedoman untuk melaksanakan kegiatan,



I3

menyiapkan konscp kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas vang berkaitan dengan kegiatan
pembangunan sumber daya industri, sarana dan
prasarana  industri  serta  pengawasan  dan
pengendalian industri;

mengkaji dan mengevaluasi pemanfaatan teknolog
tepat guna oleh pelaku usaha;

mengoordinasikan  sosialisasi, pengawasan dan
evaluasi  terhadap  implementas peraturan
perundang-undangan di bidang perindustrian;

memberikan fasilitasi terhadap kegiatan
pembangunan  sumber daya industn, sarana
prasarana dan pemberdayaan industri  serta
pengawasan dan pengendalian mdustri;

mengarahkan pelaksanaan koordinas: dan
sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan
sumber daya industri;

mengarahkan  pelaksanasn  koordinasi  dan
sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan
sarana dan prasarang industri;

mengarahkan pelaksanaan koordinasi  dan
sinkronisasi pelaksansan rencana pemberdayaan
industn dan peran serta masyvarakat;

. mengarahkan pelaksansan fasilitasi  pemenuhan

komitmen perolehan lzin Usaha Industri  {TUL)
kewenangan Daerah, dalam sistem pelayanan
perijinan berusaha terintegrasi sccara elektronik;

mengarahkan pelaksanaan penyediaan informasi
industri terkait  perizinan berusaha — yvang
mereupakan kewenangan Daerah;

mengarahkan pelakzanaan koordinast dan
sinkronisas! dalam rangka pengamanan dan
penvelamatan industri;

mengarahkan pelaksanaan  desimi nas, publikas
data informasi industri Daerah dan  promosi
industri;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Bidang Perindustrian dengan
cara mengukur pencapaian program  kera vang
telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan
tindak lanjut;

mengevaluasi dan menilal prestasi Kerja bawahian
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesuail keteniuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargazn dan sanksi

menvusun laporan pelaksanaan kegiatan ke petcha
pimpinan  sebagai  wujud akuntabilitas  dan
transparans: pelaksanaan kegatan,

menvampaikan saran dan pertimbangen kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
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kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain darl pimpinarn
sesual dengan tugas dan fungs: unit kerjanya

Pasal 11

Susunan Organisas Bidang Perindustrian sebagaimana

dimaksud pasal 5 avat {1) huruf ¢, terdiri atas kelompok

jabatan fungsional yang terbagi atas tiga sub

koordinalor.

2ub Koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1],

terdiri atas ;

a. Sub Koordinator Pembangunan Sumber Dava
Industri;

b. Sub Koordinator Sarana Prasarang clan
Pemberdayaan Industr:; dan

e, Sub Koordinator Pengelolaan Data, Pengawasan
dan Pengendalian Industri.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada aval (2],

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalul Kepala

Bidang Perindustrian,

Suh Koordinator sebagaimana dimaksud pada aval (2]

mempunyai  tugas sebagmimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dar Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Bidang Hubungan Industrial

Pasal 12

Bidang Hubungan Industrial scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 avat (1) huruf d dipimpin oleh kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Hubunpan Industrial sebagaimana
dimaksud pada aval (I} mempunyal tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam
perumusan  kebijakan  teknis, pengoordinasian,
permbinasan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
hubungan ndustrial,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2], Bidang Hubungan Industrial mempunyai
fungsi :

a. perumusan kebijaken teknis di bidang hubungan
industrial;

h. pengoordinasian dan  pelaksanaan  kegiatan  di
bidang hubungan industrial;

c. pembinaan, pengawasan, dan  pengendalian
kemiatan di bidang hubungan industrial,

<
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pengelolaan  dan fasilitast  kegiatan  di hidang
hubungan industrial;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan i
hidang hubungan industrial; dan

pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas di bidang hubungan industrial.

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3], Kepala Bidang
Hubungan Industrial mempunyai rincian tgas ;

i,

menyusun rencana dan program kegatan Bidang
Hubungan Indusirial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan  hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnysa
sebagal pedoman pelaksanadn LUEAs;

menjabarkan perintah pimpnan melalui penghkajian
permasalahan dan peraturan perundang- undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efekuf dan efisien;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta  memberikan arahan baik
secara lisan maupun tertulis guna  kelancaran
pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait balk verikal maupun horizontsl
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisas)
pelaksanaan kegiatan;

menclagh dan menghkaji pPETALUTAN
perundang undangan sesual  lingkup tugasnya
sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan;

menyiapkan konscp kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas wang berkaitan dengan kegatan
persyaratan  kerja, kesejahtergan tenaga  kers,
kelembapgaan  dan  penyclesaian prrselisiban
hubungan industrial;

membina dan mengarahkan pelaksanaan kegatan
pperasional  di  bidang  persyaratan kera.,
kesejahiteraan  tenaga  kerja, kelembagaan dan
penyelesaian perselisihan hubungan industrial agar
dapat berjalan optimal;

mengoordinasikan dan mengaiur Kegiatan
pperasional  di  bidang  persyaratan keria,
kescjahteraan tenaga kerja, kelembagaan dan
penyclesaian perselisihan hubungan industrial agar
terwuiud keterpaduan pelaksanaan LUgas;

mengawasi dan  mengendalikan pelaksanaan
kegiatan di bidang persyaratan keria, kesejahterdan
tenaga kerja, kelembagean dan penyelesaian
perselisthan  hubungan industrial agar Keghitan
berjalan lancar sesual dengan targel Kinerja vang
ditetapkan;

3
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i+ mengoordinastkan pelaksanaan kegiatan detekisi

dini  terhadap potensi  terjadinya perselisihan
hubungan industrial di perusahaan sebagal langkah
antisipasi  serta dalam  penyviapan  solus
penvelesaian masalah ketenagakerjaan;

k. menviapkan rekomendasl perizinan operasional
perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh sesuail
peraturan perundang-undangan;

l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Bidang Hubungan Industrial
dengan cara mengukur pencapaian program kerja
vang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;

m. mengevaluasi dan menilal prestasi Kerja bawahan
berdasarkan sasaran kera pegawal dan perilaku
kerja sesual ketentusn dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepads
pimpinan  sebagai  wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

o, menyvampaikan saran dan pertimbangan kepada
atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajlan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar
serta untuk menghindan penyimpangan: dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain dan pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pasgl 13

Susunan Organisasi Bidang Hubungan Industrial

sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat {1) hurul d, terdin

atas kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas dua

sub koordinator.

Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1},

terdir: atas :

a. Sub Konrdinator Persyaratan Kera chan
Kesejahteraan Tenaga Kerja; dan

b. Sub Koordinator Kelembagaan dan Persehisiban
Hubungan Industrial.

Sub Koordinator sebagaimana dinaksud pada aval (2],

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala

Bidang Hubungan Industrial

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada avat (2)

mempunyai tugas scbagaimana tercantum  dalam

Lampiran [I yang merupalkan bagian tidak terpigahkan

dari Peraturan Bupati ini.
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Bapgian Keempat

Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Pasal 14

Bidang Pelatihan, Penempatan Tenags Kerja dan
Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang vang
berkedudukan di bawah dan bertangpung jawab kepada
Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pelatihan, Pencmpatan Tenaga herja dan
Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala
Dinas dalam PErUIMILISAN kebijjakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, cvaluasi dan
pelapuran kegiatan di bidang pelatihan, penempatan
tenaga kerja dan transmigras:.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga
Kerja dan Transmigrasi mempunyal lungst:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelatiban,
penempatan tenaga kerja dan transmgrasy,

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegatan i
bidang pelatihan, penempatan tenaga Kerja dan
Lransmigrasi,

0. pembinasn, penpawasan, dan  pengendalian
kegiatan di  bidang pelatihan, penempatan tenaga
Kerja dan transmigrasd;

d: pengelolaan dan fasilitasi  keglatan di  Iidang
pelatihan,  penempatan tenaga kerja  dan
[ransmigrasi;

¢, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di
hidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan
transmigrasi; dan

. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas di bidang pelatihan, penempatan
tenaga kerja dan transmigrasi,

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dan aval (3.
Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenags kerja dan
Transmigrasi mempunyai rincian tugas :

4, menyusun rencana dan program kegiatan Bidang
Pelatihan, Fenempatan  Tenaga Kerja  dan
Transimigrasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan ‘dan hasil evaluasi  kegiatan  lahun
sebelumnya sesual pedoman pelaksanaan tugas;

b, menjabarkan perintah atasan melalul pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien:
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membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan arahan
baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
peclakzanaan tugas;

melaksanakan koordinaesi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
mendapatkan informas:, masukan, serta dalam
rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
kegiatan;

menelaah  dan  mengkaji  peraturan  perundang-
undangan sesual lingkup tugasnya schagal bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan,

menyviapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas vang berkaitan dengan kegiatan
kelembagaan, pelatihan, produktivitas, pemagangan
dan penempatan tenaga kerja serta perluasan
kesempatan kerja dan transmigrasi

membina dan mengarahkan pelaksanaan Kegiatan
operasional di bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga
Kerja dan Transimigrasi;

MENEooToinasikan dan MEngatur kegiatan
operasional di  bidang kelembagaan, pelatihan,
produktivitas, pemagangan, penempatan Ienaga
kerja, perluasan  kerja seria transmigrasi agur
terwujud keterpaduan pelaksanaan tugas;

mengawasi dan  mengendalikan  pelaksanaan
kegiatan di bidang kelembagaan, pelatihan,
produktivitas, pemagangan, penémpatan [endagt
kerja, perluasan kerja  scris lransmigrasi  agar
kegiatan berjalan lanecar sesuai dengan target
kinerja yvang ditetapkan;

menyiapkan rekomendasi  perizinan lembiaga
pelatihan kerja dan pendirian lembaga bursa kerja
slkala Daerah sesusi dengan peraturan perundang:
undangan,;

mengoordinasikan penyiapan akreditasi Lembaga
Pelatihan HKerja sesuai  peraturan  perundang
undanggan;

menpoordinasikan penylapan bahan  penyusundn
kurikulum pelatihan tenaga kerja sesual dengan
peraturan perundang-undangan;

mengoordinasikan penyiapan slandarisasi
kompetensi dan pelatinan kerja, instruktur, tenags
pelatihan, pemagangan dan produktivitas  sesual
perundang-undangan;

mengoordinasikan pengukuran produkiivitas tingkal

Daerah  sesusd  dengan peraturan  perundang-
undangan,;

mengoordinasikan dan memfasilitasi pemberian
konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil
guna meningkatkan produkrivitas,

&
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p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Bidang Pelatthan,
Penempatan Tenapa Kerja dan Transimigrasi dengan
cara mengukur pencapaian program  kerja vang
telah disusun untuk bahan laporan dan kebyakan
tindak lanjut;

q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan =sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesual ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi

r. menvusun laporan pelaksanaan kepatan kepadsa
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

s, menyampaikan saran dan perumbangan kepada
atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan

kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar
serta untuk menghindari penvimpangan: dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungs it kerjanya,

Pasal 15

(1) Susurnan Organisasi Bidang Pelatihan, Penempatan
Tenaga Kerja dan Transmigras) sebagaimana dimaksud
pasal 5 ayat (1) hurul e, terdin atas kelompok jabatan
fungsional vang terbagi atas tiga sub koordinalor.

(2) Sub Keordinator, sebagaimana dimaksud pada avat [1],
terdiri atas :

a. Sub Koordinator Kelembagaan, Pelatiban dan
Produktivilas,
Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja; dan

¢. Sub Koordinator Perluasan Kesempatan Kerja dan
Transmigrasi.

(3} Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayal (2),
bertanggung jawal kepada Kepala Dinas melalui Kepala
Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga herja dan
Transmigrasi.

(4] Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2
mempunyai tugas sebagaimana tercantum  dalam
Lampiran [I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB Y
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Bagian kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas
ditctapkan sesual dengan kebutuhan dan mempunyvad

s}
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fungsi dan tupas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu sesual peraturan  perundang-
undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala
Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang yang memiliki
keterkaitun dengan pelaksanaan fungs: dan  lugas
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari  sejumlab
Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan jenjang
keaghlian.

Jumlah, jemis, dan jemjang Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban
kena.

Tugas, pembinaan dan pengembangan .Jabatan
Fungsional sehagaimana dimaksud pada ayat (1} sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan SESLA]
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagman Kedua
Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

Pasal 17

Pejabat Fungsional melaksanakan fungs: dan tugas
berkaitan  dengan  pelayanan  fungsional  yang
berdasarkan pada keshlian dan keterampilan terientil,

Selain melaksanakan fungsi dan tugas secbagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pejabat Fungsional dapat
diberikan tugas tambahan sebagal Sub Roordinator
vang dalam menjalankan fungsi dan tugasnye belkerjs
secara individu dan/atau tim kerja.

Fasal 18

Pejabat Fungsional melaksanakan lungsi dan ugasnyva
secara individu dan/atau berkelompok.

Pelaksanaan fungsi dan tugas secara berkelompok
sebagaimana dimaksud pada avat (1] dengan
membentuk Tirmn Kerja.

Tim kerja scbagaimana dimaksud pada ayat (2] dapal
berasal dari Jabatan Fungsional sejenis arau berbagai
latar belakang kompetensi vang ada pada Peranghkal
Daerah lersebut atau dar Iuar Perangkat Daerah.

Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

Pembentukan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan cleh kepala Perangkat Daerah.
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Pasal 19

Pejabat Fungsional melaporkan pelaksanaan fungsi dan
tugasnya sccara langsung KkKepada pimpinan  uni
organisasi.

Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang uniuk
meminta laporan kepada pejabat fungsional dan/atau
Ketua Tim di lingkungan unit kerjanya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 20

Kepala Dinas dalam  melaksanakan  tugasnyva
berpedoman pada ketentuan peraturan  perundang
undangan.

Dalam melaksanakan fugas sctiap pimpinan  unil
organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib
mencrapkan  prinsip  keordinasi,  integrasi  dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi  di  lingkungan
pemerintah  dacrah  serta  instansi  lain  di luar
pemerintah daerah sesuai dengan lugas masing
Masing.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib  mongawast
bawahannya masing-masing.

Dalam hal setelah dilakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada avat (3) terjadi penyimpangan,
pimpinan unit organisasi mengambil langks h-langkah
vang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang.
undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

Sctigp pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan
mematubi petunjuk dan bertanggung jawsb kepada
atasan masing-masing serta menviapkan laporan
berkala tepat pada wakiunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan uni
organisasi  dari  bawahannya wajib  diolah  dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lehih lanjut serta untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

Dalam menyvampaikan laporan kepada pimpinan, wapb
menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lain
yang secara fungsional mempunyar hubungan Kerya.

Dalam melaksanakan pengendalian kegiatan, setiap
pimpinan unit organisasi beserta bawahannya wajib
mengadakan rapat berkala.

Pasal 21

Pada unit kerja fungsional ditunjuk Sub Koordmatur
untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan,
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(2} Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada avat (1)
adalah tugas tambahan yang diberikan kepada pejabal
fungsional yang ditunjuk.

(3] Tugas Sub Koordinator adalah membantu Sekretaris
dan  Kepala Bidang dalam menyusun perencanan,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unil kerjanya
sesual lingkup tugas dan fungsinya

HSAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 22
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta  susunan
kepegawalan  diatur  sesual kelentuan — peratlran
perundang-undangan.
Pasal 23

Jabatan Kepala Dinas, Sckretaris, Kepala Bidang, Kepals
Sub Bagian dan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas
diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat vang berwenang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pagal 24

(1) Dinas wajib menyusun kebutuban jumlah dan jems
jabatan aparatur sipil ncgara berdasarkan anahsis
jabatan dan analisis beban kerja.

[2] Penyusunan kebutuhan jumlan dan jenis jabatan
aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada aval
(1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (limaj whun yang
diperinci per 1 (satu} tahun berdasarkan prioritas
kebutuhan.

BAB VIl
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

(1} Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala Bidang
ditunjuk Sub Koordinator yang berasal darl Pejabat
Fungsional.

(2] Sub Koordinator schagaimana dirmnaksud pada ayat [1],
ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan mendavagunakan
Pejabat Fungsional sesuai dengan kompelensl yang
bersangkutan,

(3] Penunjukan Sub Koordinator scbagaimana dirnaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala
Dinas.
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Pasal 26

(1) Dalam hal terjadi kekosongan Sub Koeordinator, kepala
Dinas menunjuk Sub Keordinator yang diutamakan
herasal dari Pejabat Fungsional di lingkungan kerjanya,

(2) Dalam hal di lingkungan kerja Dinas tidak terdapat
pejabat fungsional, maka Kepala Dinas menunjuk
Pelaksana Senior sebagai Sub Koordinator berdasarkan
kompetensi yang dibutuhkan,

(3) Dalam hal Kepala Dinas akan menunjuk Sub
Koordinator vang berasal dan luar lingkungan kerjanya,
maka Kepala Dinas mengusulkan kepada Schkretaris
Daerah melalui perangkat daerah yang menangani
kepegawaian.

(4} Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud
pada avat (3] dileksanakan setelah mendapal
persetujuan dari Sekretaris Daerah.,

Pasal 27

Penunjukan Sub koerdinator schagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 dan Pasal 26 disamping memperhatikan
kezesuaian bidang  tugas dan fungsinva  juga
mempertimbangkan persyvaratan admimstirasi, kesesuaan
kompetensi, kebutuhan jabatan, kinerja, pengalaman
penugasan, integritas dan moralitas serta persyaralan
obyektil lainnya.

Pagal 28

Pemberhentinn Sub Koordinator dapat dilakukan oleh
Kepala Dinas.

Pasal 29

{1] Sub Koordinator mempunyai tugas membaniu
Sekretaris dan Kepala Bidang dalam penyvusunan
rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantavan
dan evaluasi, serta pelaporan lingkup tugas dan fungs
unit kerjanya masing-masing.

(2] Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksucd
ayat (1) Sub Koordinator mempunyai tugas
mengoordinasikan  pelaksanapn  tugas  kelompok
Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas dan fungsinya,

(3) Sub Koordinator dapat diberi  tugas  melakukan
penilaian kinerja terhadap pelaksanasn tagas Pejabal
Fungsional sesuai bidang tugas dan fungsinya sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
{UPTD) berdasarkan peraturan perundang-undangan,

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dipimpin oleh kepala yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4} Susunan organisasi, tugas dan fungsi sertp tata kerja
UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

£



BAB 1X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka -

A.

Pejabat  Fungsional vang ditunjuk sebagai Sub
Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati Kendal
Nomor 72 Tahun 2021 weniang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tala Kerja pada
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dan Feraturan
Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2021 Ientang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja pada Dinas Perindustrian, HKoperasi,
Usaha Keecil, dan Menengah Kabupaten Kendal tetap
melaksanakan tugasnva sampai dilakukan penunjukan
Sub Koordinator kembali berdasarkan Peraturan Bupat
ini;

. Peijabat  Struktural yang ada tetap melaksanakan

tugasnya sampai  dilakukan  pelantikan  Pejabat
Struktural berdasarkan Peraturan Bupall ini.

. Pelaksana di bawah Pejabat Fungsional yang ditunjuk

schagai Sub Kogrdinator, tetap melaksanakan tugasnya
di bawah Pejabat Fungsional tersebut sampai dilakukan
pelantikan  yang  bersanpgkutan  scbagai  Pajabat
Fungsional; dan

.Pelaksana di bawah Pejabat Pengawus tetap

melaksanakan tugasnya di bawah Pejabat Pengawas
vang bersanghkutan sampai dilantiknya Pejabal Penpawas
berdasarkan Peraturan Bupati ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

FPasal 32

Pada saat Peraturan Bupati mi mulai berlaku, maka

A.

Peraturan Bupati Ketidal Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Orgamsasi, Tugas dun Fungsi,
serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja kabupalen
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021
Nomor 72},

 ketentuan yang mengatur mengenai  kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi, serla tala kerja
terkait bidang perindustrian sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
sefta Tata Kerja pada Dinas Perindustrian, Koperasi,
Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Kendal {Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 74);

dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.



Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai  berlaku  pada gl
diundangkan.

Agar setiap orang mengetshuings,  memerinabkon
pengundangan Peraturan Bupati ini derngan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal,

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI KENDAL,
Cap 1td
DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
HABUPATEN KENDAL,

Cap ttd
MOH TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 102




LAMPIRAN 1

FERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR 101 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA PADA DINAZ PERINDUSTRIAN
DAN TENAGA KERJA KABLPATEN
KENDAL

BAGAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KER.JA
KABUPATEN KENDAL
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LAMPIRAN [I

PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR 101 TAHUN 2621

TENTANG

KEDUDURKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
KENDAL

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA

KERJA KABUPATEN KENDAL

Sekretariat

Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan mempunyal thgas -

5

menyusun rencana dan program  kegiatan Suby  Koordinator
Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sehagai
pedoman pelaksanaan tugas,

menjabarkan perintah pimpinan melalul pengkajlan permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efcktil dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkail
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informast,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkajl peraturan perundang-undangan BEHLAL
lingkup tugasnya sebagai Dbahan atau pedoman  untuk
melaksanakan kegiatan,

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk leknis, pelunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya gLna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menghimpun  dan meneliti bahan percneanaan dan  usulan
program kegiatan dan masing-masing seksi, subbagian dan Unit
Pelaksana Teknis Dacrah (UPTD) sesual dengan ketentuan yang
berlaku guna menghindari kesalahan;

menylapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran [DPA] serta
perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon angearan yeng
ditetapkan;

menyiapkan bahan dan menyusun konscp Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis [Renstra),
Rencana Kerja (Renja), [ndikator Kinerja Utama (KU}, Perjanpan
Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lamnya SESLIAL
dengan ketentuan yvang berlaku;

menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (S0F) Subbagan
Perencanaan dan  Keuangan  serta  menghimpun  dan
mendokumentasi S0P yang disusun  pleh  masing-masing
subbagian dan UPTLY;

&
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menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut  hasil
pemeriksaan atau audit scsuai dengan peraturan perundang-

undangan,;

menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi
pelaksanaan kegiatan dan masing-masing subbagian, seksi dan
UPTD schagai bahan penyusunan laporan Pengendalian
Operasional Kegiatan (FOR);

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan heterangan
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP), Ewvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
(EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan jenis
pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan

pemberian bimbingan di bidang sistem informasi dinas,

menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam
rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan
pelaporan pertanggungjawaban keuangan;

menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran baix i
lingkungan Sckretariat, Bidang, dan UPTD sesual dengan prosedur
dan ketentuan yvang berlakuy;

menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administras:
keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan
keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan LEknis
di bidang keuangan kepada pejabat pengelola keusngan dan
bendahara di lingkungan Dinas;

melaksanakan pengendalian dan evaluast penyerapan anggdaran
dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi
belanja déngan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;

melaksanakan verifikasi terhadap berkas/ dokumen
pertanggungjawaban  keuangan pelaksanaan ke giatan  guna
menghindari kesalahan serta memberikan koreks:

PETYEMPUTTIAATL,

menyiapkan babhan dan menyusun laporan pertanggungjawaban
keuangan Dinas serta jenis pelaporan keuangan lainnya:

melaksanakan pemantauen dan evaluasi kegiatan Subbagian
Perencanaan dan Keuangen dengan cara mengukur pencApaiHn
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan chan
kebijakan tindak lanjut,

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sebagai  wujud akuntabilitas dan  transparansi pe laksanaan
kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan, dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya,

Bidang Perindustrian

aub Koordinator Pembangunan Sumber Daya Industri mempuryai

tugas |

8
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menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator
Pembangunan Sumber Daya Industri berdasarkan peraturan
perundang undangan dan hasil evaluasi  kegiatan  tabun
sebelumnya scbagal pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan [ugas
berjalan efektif dan cfisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instans: terkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informass,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisas)
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkajl peraturan perundang-undangan scsual
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman  untuk
melaksanakan kegiatan;

menviapkan bahan penyusunan petunjuk  teknis, pelunuK
pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup tugasnys guid
mendukung kelancaran pelaksanaan kegatan;

melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana
pembangunan sumber daya ndustri;

menyiapkan bahan kajian indusiri untuk industri unggulan
daerah;

menyiapkan bahan pengembangan dan pem anfaatan teknolog
industri unggulan daerah dan;

menviapkan bahan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas
dan inovasi untuk industri unggulan daerah;

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakun dacrah
perjanjian kerjasama dan pelaksanaan administrasi kKerjasama
bidang industri;

melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya
industri dalam rangka peningkatan produks: dan produktivitas
industri;

melaksanakan sosialisasi, seminar, pembinaan dan memfasilitasi
kebutuhan pembangunan sumber daya industri;

. menylapkan bahan dan menyusun konsecp Standar Cperasional
Prosedur (S0P} kegiatan Sub Koordinator Pembangunan Sumber
Daya Industri untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluast pelaksanaan keglatan
suh Koordinater Pembangunan Sumber Daya Industri dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada  pumpinan
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanadi
kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik

lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.



2.4,

2.3,

Ak

Sub Koordinator Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri
rempunysn tugas ;

EL,

EB

menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Sarana
Prasarana dan Pemberdayaan Industri berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan  tugas
berjalan efektf dan efisien,

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkail
baik vertikal maupun horizental untuk mendapatkan infarmasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronizasi dan hzrmomsast
pelaksanaan ugas;

menelaah dan mengkajl peraturan perundang-undangan sesiual
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman  untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk leknis,  petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup lugasnya guna
menduloung kelancaran pelaksanaan kegiatan

menyiapkan bahan pembangunan dan pemberdayaan industri
kecil, menengah, besar unggulan daerah;

menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan wilayah pusat
pertumbuhan  industri, kawasan industri, dan infrastruktur
penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh daerah;

melaksanakan pembinaan industri hijau untuk Industrl unggulan
dacrah;

melaksanakan pramosi industri yang menjadi kewenangan daerah;
melaksanakan pengembangan sentra industri habupaten;

menyiapkan bahan kajian dan perencanaan upaya perningkatan
dan pengembangan scktor industri keeil dan menengah;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur [SOP| kegiatan Sub Koordmator Sarana Prasarana dan
Pemberdayaan Industri demi perbaikan kuahtas pelayvanan publik:

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Sub Koordinator Sarana Prasarana dan Pemberdayaan [ndustr
dengan cara mengukur pencapalan program kerja vang telah
disusun untul bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun  laporan  pelaksanaan  kegiatan kepada mmpinan

sebagai wujud  akuntabilitas  dan transparansi  pelaksanaan
kegiatan;

menvampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan bernjalan
lancar serte untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Sub Koordinator Pengelolaan Data, Pengawasan dan Pengendalian
Industrl mempunyal tugas :

H.

menyusun rencana dan program  kegatan  Sub Koordinator
Pengelolaan  Data, Pengawasan darn  Pengendalian  Indosin
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Y

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun scbelumnya sebagai pedoman pelaksanaan Lugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanuan Lugas
berjalan efeltif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instanst Lerkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serts dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesus
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penvusunan petunjuk teknis. petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

mengarahkan pelaksansan koordinasi dan  sinkronisasi dalam
rangka pengamanan dan penvelamatan industri;

melaksanakan pengawasan pengendalian terhadap mdustri di
lapangan serla menciptakan iklim usaha industry;

mengarahkan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konsultas)
tentang lebeling, Hak Atas Kekavaan Intelektual (HAKI, Pangan
Industri Rumah Tangga (P-IRT), Sertifikasi Halal, penyusunan
profil industri, Rencana Pernbangunan [ndustri Kabupaten (RPIK),
dan Sistem Informast Industr (SHNAS);

melaksanakan fasilitasi bidang perindustrian terkait peroichan
perizinan berusaha sesuzi kewenangan daerah, dalam sistem
pelayvanan perizinan berusaha, terintegrasi secara elektronik;

mengarahkan  pelaksanaan desimingsi dan  publikasi  data
informasi Industri Daerah;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis terhadap
kegiatan industrl sesuai peraturan perundang-undangan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan implementas
perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha sesuai peraturan
perundang-undangan di bidang industri berkoordinasi dengan
unit kerja yang membidang pelavanan terpadu satu piniu;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap produk yang
menggunakan/tidak menggunakan Standar Nasional Indonesia
(SNI);

menyusun profil industri dan Rencana Pembangunan Industri
Rabupaten (RPIK);

menyiapkan dan mentabulasikan data Sistemn Informasi di bidang
perindustrian serta pendataan bidang industri kecil, menengah,
dan besar,

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur [(SOP) kegiatan Sub Koordinator Pengelolaan Data,
Pengendalian dan Penpawasan demi perbaikan kualitas pelavanan
publik:

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Sub Koordinator Pengelolaan Data, Pengendalian dan Pengawasan

]



32
dengan cara mengukur pencapaian program kerja vang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjur,

r. menyusun laporan pelaksanaan lkegiatan kepada pimpinan
sebagai wujud akuntabilitas dan transparans: pelaksanaan
kegiatan;

5. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan batk
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesudi dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Bidang Hubungan Industrial

Sub Koordinator Persvaratan Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
mempunyal Ugas !

a. menyusun rencana dan program kegmatan Sub  koordinaior
Persyaratan Kerja dan Kesejahterasan Tenaga Kerja berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

. menjabarkan perintah pimpinan melalul pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan Tugas
efektil dan efisien;

¢, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi lerkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informast,
masukan serta dalam rangka sinkromsasi dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesual
lingkup tugasnya sebagai bahan atan pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

¢, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,  pelunjuk
pelaksanaan dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan
persyaratan kerja, kesejahteraan tenaga kerjs, norma kerja dan
norma jaminan sosial tenaga kerja guna mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;

. melaksanakan fasilitasi dan verifikasi permohonan pengesshan
Peraturan Perusahaan (PP] sesuai peraturan perundang-
undangan;

g. melaksanakan fasilitasi permohonan pendaftaran Perjanjlan Kerja
Bersama (PKB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

h. melaksanaan penyvelenggaraan pendataan perusahaan di Daerah
sebagai data Informasi Sarana Hubungan Indusinal;

i, menyiapkan bahan dan melaksanakan survey Kebutuhan Hidup
Layak (KHL) sesuai peraturan perundang-undangan sebaga
parameter guna mengetahui kebutuhan hidup layak mimmal vang
harus dicukupi oleh pekerja untuk hidup layak;

j. menyiapkan bahan pengasulan penetapan Upah Minimum
Kabupaten (UMK) sesuai peraturan perundang-undangan;

6
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L.

il

melaksanakan sosialisasi dan  meonitoring  Upah  Minimum
Kabupaten (UMK) kepada pekerja dan pengusaba sesual peraturan
perundang-undangan agar Kebijakan UMK dapat diketahui
masyarakat dan diterapkan oleh perusahaan atau pemben kerja;

menylapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan monitoring
kepatuhan  kepesertaan  Jaminan Penvelenggara  Sosial
Ketenagakerjaan dan Kesehatan sesual peraturan  perundang.
undangan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan di perusahaan
perusahaan skala Daerah mengenai  persyaratan kera dan
penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja  sesual  peraturarn
perundang-undangan:

melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap pperasional
perusahaan penyedia jasa pekerja/ burubh vang berdomisili i
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam
rangka fasilitasi pencatatany/ pendaftaran  izin operasional
perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh;

melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan dan monitoring
terkait dengan pencrapan struktur skala upah di perusatiaal-
perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan;

menyviapkan bahan dan menyusun konsep Standar (U perasional
Proscdur (SOP) kegiatan Sub Keordinator Persyaratan Keria dan
Kesejahteraan Tenaga Kerja untuk peningkatan  kualtas
pelayanan publik;

melaksanzkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Sub Koordinator Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Tenaga
Kerja dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang lelab
disusun untuk bahan laporan dan kelbijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan  kegiatan kepada pimpinan
sebapgai  wujud akuntabilitas dan transparans] pelaksanaan
kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan kapan agar pelaksanaan kegiatan
berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya,

aub Koordinator Kelembagaan dan Perselisihan Hubungan Indusinal
mempunyal tugas !

a.

menvusun rencana  dan  program kegiatan Sub Koordinator
Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluas
kegiatan tahun sebelumnya sebagan pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalu pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan  Lugas
efelktif dan efisien;

membsgi tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan
maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tUgas,

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,

&
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masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan (UEAS;

e menclaash dan mengkaji peraturan perundang-undangan SEHLA
lingkup tugasnya sebagai bahan  atau pedoman  untuk
melaksanakan kegiatan,

. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk  teknis;,  petunjuk
pelaksanaan dan naskah dinas yang berkaitan dengan Lngkup
tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan [UEas;

g, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada pekerja,
pengusaha, organisasi  pekena, organisasi pengusaha  dan
Lembaga Kerjasama Bipartit dalam rangka detcksi  dini
pencegahan dan penyelesaian persclisihan hubungan ndusirial
sesual  dengan  peraturan undang-undangan schagal langkah
antisipasi serta dalam penylapan salusi penyelesaian masalah
ketenagakerjaan,;

h. melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Lembaga kerjasama (LES
Tripartit) dan Porseni Tripartit;

i, menyiapkan behan dan melaksanakan pencatdilan, pendalaan,
verifikasi dan rekapitulasi serta pembinaan oTganisasi pekerja,
organisasi pengusaha dan LK3 Bipartit skala Daerah sesuai
kelentuan vang berlaku;

j. memfasilitasi dan  melaksanakan mediasi  penyelesaian
perselisihan  hubungan  industrial sesual <lengan peraturan
perundang-undangan Yang berlak: dan melaporkan kepada
atasan;

k. memfasilitasi penyelesaian kasus-kasus yang menimpa CTRI/TRI
sesuail dengan peraturan perundang-undangan  &gar dapal
terselesaikan dengan baik dan benar;

| melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam rangka pemaniauan,
evaluasi, dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan
hubungan industrial, mogok kerja dan pcnutupan pe rusahaan
guna terwujud keterpaduan pelaksanaan LUgas,

m. menyiapkan bahan dan menyusuan konsep Standar Operasional
Prosedur [SOP| kegiatan Sub Koordinator Kelembagzaan dan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk peningkatan
kualitas pelayanan publik;

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Qub Koordinator Kelembagaan dan Penyelesaian Persclisihan
Hubungan Industrial dengan cara mengukur pencapaian program
kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kKebijakan
tindak kanjuat;

o, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan  kepada pimpinan
sebagal wujud akuntabilitas dan transparanst  pelaksanaan
kegiatan,

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan batk lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan
berjalan lancar serta untuk menghindari penvimpangan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain dar pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a
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gub Koordinator Kelembagaan, Pelatihan dan Produktivitas
mempunyal ngas |

.

Il

menyusun rencana dan  program  kegiatan Sub Koordinator
Kelembagaan, Pelatihan Dan Produktivitas berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan  hasil evaluasi  keglatan  tahun
sebelumnva sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan  lugas
efekrif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instans terkai
baile vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masulkan serta dalam rangks sinkronisasi dan Harmonisas
pelaksanaan TUEAs]

menelaah dan mengkajl peraturan perundang-undangan sesLal
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman  untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,  petunjuk
pelaksanaan dan naskah dinas yang berkaitan dengan lingkup
magasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan TUgas;

mengevaluasi pelaksanaan  kegialan pelatihan  tenaga  kerja,
pelatihan  transmigran, dan pembinaan lembaga pelatihan
termasuk balai latihan kerja luar negeri sebagai  bahan
penvempurnaan program dan kegiatan selanjuinya;

menyiapkan kegiatan penyusunan Analisis Kebutuhan Pelathan
Kerja dan Pemagangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan,

menyviapkan bahan dan melaksanakan koordinasi lintas lembaga
dan kerja sama dengan sektor swasia untuk penyvediaan
infrastrukrur, tenaga pelatihan serta sarana dan prasarand
Lembaga Pelatihan Kerja;

menyusun konsep pengembangan kurikulum, metode pengajaran,
dan penjabaran dari garis besar PCNgAjAran, serla menyiapkan
materi ketrampilan/ pelatihan yvang akan diajarkan gesual dengan
kebutuhan pasar dan peraturan perundang-undangan;

menyiapkan bahan dan memfasilitasi sertifikasi kompelensi bam
pencari kerja dan tenaga kerja berupa up skilling dan re skalling
sesual peraturan perundang-undangan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep rekomendasi pemberian
izin operasional lembaga-lembags pelatihan kerja sesual dengan
peraturan perundang-undangan;

menyiapkan bahan dan memifasilitas1 penyusunan bahan
akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sesuai peraturan perundang-
undangan,

menyiapkan kegiatan penyusuanan peningkatan kompelensi dan
bimbingan karir bagi instruktur Lembaga Petatihan  kKerja
Pemerintah maupun Swasta;

menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan Lembaga Pelatihan
Kerja vang terakreditasi dan uji kompetensi sesuai  peraturan
perundang-undangan;
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menviapken bahan dan melaksanakan pembinaan  terhadap
Lembaga Pelatihan Kerja sesual peraturan perundang-undangan
agar mampu berkembang dan menvelenggarakan pelatihan yvang
berkualitas;

mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pemagangan tenaga
kerja vang dilaksanakan pemerintah maupun swasta  gung
meningkatkan produktivitas dan keahlian kerja sesual dengan
perundang-undangan yvang berlaku;

menyiapkan kegiatan peningkatan dan pengembangan Lembagn
Produktivitas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

menyiapkan sumber daya manusia, bahan, sarana dan prasarana,
data, teknik dan metode pelatihan peningkatan produktivitas dan
pengukuran produktivitas sesuai  perundang-undangan  vang
berlaku;

menyiapkan kegiatan pembinaan teknis pengukuran produktivitas
kerja  bagi  pelaku  produksi  sesual  peraturan  perundang-
undangan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur {SOP) kegiatan Sub Koordinator Kelembagaan, Pelatihan
Dan Produktivitas untuk peningkatan kualitas pelayanan publik:

melaksanakan pemantauvan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Sub Koordinator Kelembagsan, Pelatihan Dan  Produktivitas
dengan cara mengukur pencapaian program kerja vang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusin  laporan pelaksanaan  kegiatan  kepada  pimpinan
sebapai  wujud akuntabilitas dan transparans pelaksanaan
Heglatan;

menvampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik hisan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan Koglatan
berjalan lancar serta untuk metighindari penyimpangan,; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Sub Koordinator Penempatan Tenaga kherja mempunyail tugas |

el

menyusun rencana dan program kegiatan Sub  koordinator
Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagal
pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanpsan tugas
clektil dan é¢fisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi teckat
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan ugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesual

lingkup tugasnva sebagai bahan atau  pedoman  untuk
melaksanakan kegiatan,

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan dan naskah dinas yang berkaitan dengen lingkup
tugasnya guna mendulkung kelancaran pelaksanaan tugas: )
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menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan, pendaftaran,
penempatan  serta  penvaluran tenaga kerja  sesual  dengan
peraturan perundang-undangan yvang berlaku;

meneliti dan memverifikasi dokumen Calon Pekerja Migran
Indonesia (CPMI), penandatanganan perjanjlan ponempalan lenaga
kerja Indonesia dan rekomendasi pembuatan paspor sesual
peraturan perundang undangan;

menyigpkan bahan, sarana dan prasarana penyvuluhan calon
tenaga kerja serta pelavanan terhadap pencari kerja  sesual
perudnang-undangan,

melaksanakan pengawasan , pengendalian |, penyvediaan sumber
daya perizinan secara terintegrasi dan rekomendasi rekruitmen
Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI| bagi Lembaga Penempatan
Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) sesual  peraturan  peruncang
undangan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dalam rangka
perlindungan Calon Peckerja Migran Indonesia (CPMI) baik dalam
maupun luar negeri sesual dengan perundang-undangan;

menyiapkan bahan rekomendassi pelaksanaan bursa kerja yang
dilaksanakan pemerintah maupun swasta serta membenkan
pelayanan Informasi Pasar Kerja ([PK) perusahaan, joh Fair/bursa
kerja kepada pencart kerja;

melaksanakan [asilitasi pelayanan Lavanan Terpadu pada Calon
Pekeria: Migran Indonesia (CPMI)  sesuai peraturan perundaing-
undangan yang berlaku;

menyiapkan bahan dan  melaksanakan sosialisasi terhadap
substansi perjanjian kerja dan penempatan tenaga kerja Indonesia
ke luar negeri skala Dacrah;

menylapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan
pemantauan penempatan tenaga kerja Antar kena Lokal [AKL),
Antar Keria Antar Daerah (AKAD] dan Antar Kerja Antar Negara
(AKAN):

melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA
vang lokasi kerjanya dalam wilayah Daerah;

melaksanakan pemantavan, pendataan dan  pelaporan  dats
Tenaga Kerja Asing [TKA) vang lokasi kernjanya dalam wilavah
Daerah;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep rekomendasi zin
pendirian lembaga Bursa Kerja Khusus (BKK) vang ada di Sekolah
Menengah Atas/Kejuruan maupun Perguruan Tinggi  dan
rekomendasi izin pendirian lembaga penempatan tenaga kerja
swasta di wilayah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

melaksanakan koordinasi dan momtoring penempatan lenaga
lkerja yang dilakukan oleh Bursa Kerja Khusus [BRK];

melaksanakan  fasilitasi  dan  pelavanan  Orientasi  Pra

peemberangkatan sesual peraturan perundang-undangan Yang
beriaku;

menyiapkan rencana, pengelolaan data |, informasi dan
pengembangan siztem informatika dalam penyUsUnan
perencanaan tenagd kerja makro dan mikro; &
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melaksanakan penyediaan data, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksangan dalam penyusunan perencandan enaga
kerja makre dan mikro,

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (S0P} kegiatan Seksi Pencmpatan Tenaga Kerja untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dean evaluasi pelaksanaan kegiatan
Seksi  Penempatan Tenaga Kerja dengan cara  mengubur
pericapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sebagai wujud akuntabilitas dan tansparans) pelaksanaan
Kegtatan,

menvampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan balk lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kcgiatan
berjalan lancar serta untuk menghindari penyvimpangan: dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dar pimpinan sesuai dengan
tgas dan fungsi unit kerjanya.

Sub Koordinator Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi
mempunyai tugas :

=

o

menyusun rencana dan  program  kegiatan Sub  koordinator
Perluasan Kesempatan Keria dan Transmigrasi berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluas) kegiatan tahun
scbelumnya scbagal pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui penglajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
clektif dan cfisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultas: dengan Instansi terkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan serta dalam rangka sinkronisast dan harmonisass
pelaksanaan tugas,

menelaah dan mengkaji persturan perundang-undangan sesual
lingkup tugasnya sebagai bahan atau  pedoman  untuk
melaksanalkan kematan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan dan naskah dinas yang berkaitan dengan lingkup
tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugus;

melaksanakan Kkegiatan perluasan kesempatan  kerja melalui
program  Kewirausahaan dengan pola pembentukan  dan
pembinaan tenaga kerja  mandin, padat karya, pencrapan
teknologi tepat guna, pendayvagunaan tenaga kerja sukarela dan
atau pola lain yang dapat mendorong terciplanys  perlussan
kesempatan kerja;

memfasilitasi pelaksanaan program Wira Usaha Baru melalu
kegiatan pendampingan, pelatihan kewirausahaan | kansultasi,
bimbingan teknis, penyediaan data atau informasi dan
melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkasn Kapasitas pada
wirausaha vang tidak berkembang,

&
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meilaksanakan penyuluhan dan pembekalan kepada calon
transmigran sebelum diberangkatkan di dacrah peEnempatan;

melaksanakan survey dan penjajakan calon lokasi transmigran dl

dacrah penempatan, termasuk di dalamnya cheking kesiapan
rurnah transmigrasi;

melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap transmigrin
yang bermasalah baik di tempat lokasi transmigran  maupil
transmigran yang kembali ke daerah asal:

mengoordinasikan, memonitor dan  mengevaluasi peialcsanasan
xegiatan  pendataan, penyiapan, pembingan, penempatsn,
pengawalan dan penanganan masalah transmigran:

melzksanakan pemantauan terhadap perkembangan  kondis|
Iransmigran pasca penempatan di lokasi transmigrasi;

- menyiapkan bahan kerjasama/Mol dengan deerah penempatan
P B P

transmigrasi  serta  mengecek  atau  survey  lokasi  daersh
RpENEmpatan;

menyusun data base jumlah transmigran tingkat Daerah secars
berkala;

menyiapkan kelengkapan persyaratan pemberangakatan calon
transmigran  sesual  dengan  Ketentuan  dan melaksanalkan
pendampingan pemberangkatan Lransmigran;

menyiapxan bahan perumusan rencana penempatan calon
transmigran sesual dengan kesepakatan persetujuan  dengan
daerah tujuan

menyiapkan bshan dan menyusun konsep Stendar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Perluasan Kisempatan
Herja dan Transmigrasi untuk peningkatan kualitas pelayvanan
publik:

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegintan
Sub Keordinator Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi
dengan cara mengukur pencapaian program  kerja yang lelah
disusun untuk bahan laporan dan kKebijjakan tndak lanjut;

menyusun  laporan  pelaksanaan  kegiatan  kepads pimpinan
sebagai wujud skuntabilitas dan transparansi  pelaksanaan
keglatan;

menyampalkan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan
berjalan lanear serta untuk menghindari penyimpangan: dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesua; dengan
fgas dan fungsi unit kerjanya.

BUPATI KENDAL,

Cap el
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